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PENETAPAN
Nomor 75/Pdt.P/2024/PA.Nla

~r

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA NAMLEA

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan
penetapan dalam perkara permohonan asal usul anak yang diajukan oleh:
ASRUL TSANI BIDAULA BIN ALI FAHMI, NIK: 81040625506980001
tempat tanggal lahir : Samalagi 10 Februari 1998, umur
26 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA,
pekerjaan Karyawan Wiraswasta, bertempat tinggal di
RT.09,RW.02 Desa Waekerta, Kecamatan Waeapo,
Kabupaten Buru, domisili elektronik pada alamat emalil
www.alasrul@gmail.com _No. Telp: 082199693128,
selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;
YUNI RATNA DEWI BINTI SUCIPTOO, NIK: 8104035801030003,

tempat tanggal lahir Namlea, 18 Januari 2003, umur 21

tahun, agama islam Pendidikan terakhir SMA, pekerjaan
Mengurus Rumah Tangga, Bertempat tinggal di
RT.09,RW.02 Desa Waekerta, Kecamatan Waeapo,
Kabupaten Buru, domisili elektronik pada alamat emalil
yuniratnadewio3@gmail.com No.Telp: 081329641413,
selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

Selanjutnya, Pemohon | dan Pemohon Il disebut sebagai
para Pemohon;
Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA
Bahwa para Pemohon berdasarkan surat permohonannya tanggal 16 Juli

2024 yang telah didaftarkan melalui apikasi e-court di Kepaniteraan Pengadilan
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Agama Namlea, Nomor 75/Pdt.P/2024/PA.Nla, tanggal 17 Juli 2024 yang pada

pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon | dan Pemohon Il pernah menikah menurut agama Islam pada
tanggal 29 September 2021, di Desa Waekerta, Kecamatan Waeapo
Kabupaten Buru, dengan Wali Nikah ayah kandung Pemohon Il yang bernama
Sucipto dan yang menikahkan Pemohon | dan Pemohon Il yang bernama bapak
Sumijan dihadiri oleh dua orang saksi nikah yang bernama bapak suparno dan
bapak Hasimi dengan mas kawin berupa Uang Tunai sebesar Rp. 299.000(dua
ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) dibayar tunai, namun tidak dicatatkan
secara resmi pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Waeapo kawin belum
tercatat di KUA sehingga tidak sempat mengurusnya;

2. Setelah menikah Pemohon | dan Pemohon Il hidup rukun sebagaimana
layaknya suami istri, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama;
Aisyah Bidaula, Perempuan, tempat tanggal lahir Waekasar 24 Juli 2022 umur 2
tahun;

3. Bahwa, kelahiran anak Pemohon | dan Pemohon |l tersebut tidak dapat
dibuatkan akta kelahirannya, karena perkawinan Pemohon | dan Pemohon Il
sampai anak tersebut lahir belum dicatatkan di Kantor Urusan Agama,;

4. Bahwa, Para Pemohon dalam mengajukan permohonan ini berkenan dengan
kelanjutan pendidikan dan masa depan anak Pemohon | dan Pemohon Il yang
bernama Aisyah Bidaula, Perempuan, tempat tanggal lahir Waekasar 24 Juli
2022 umur 2 tahun; dalam pengurusan Akte Kelahiran anak tersebut dengan
mencantumkan nama ayahnya,;

5. Bahwa pekawinan Pemohon | dan Pemohon |l secara agama islam pada posita
angka | belum bisa dicatatkan pada KUA setempat karena saat itu Pemohon |
dan Pemohon Il masih berusia dibawah 19 tahun;

6. Bahwa selanjutnya Pemohon | dan Pemohon II melangsungkan perkawinan
ulang di KUA kecamatan Waeapo pada tanggal 15 Juli 2024 dengan
mendapatkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 8014031072024005, namun demikian
adanya akta nikah tersebut tidak dapat dijadikan dasar dikeluarkannya akta
kelahiran anak Pemohon | dan Pemohon Il yang lahir pada 24 Juli 2022 umur 2

tahun ;
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7. Bahwa Pemohon | dan Pemohon Il sangat membutuhkan penetapan Pengadilan
tentang asal-usul anak tersebut sebagai dasar dikeluarkannya akta kelahiran
bagi anak yang bersangkutan dan Pemohon | dan Pemohon Il sanggup
mengajukan bukti-bukti tentang asal-usul anak tersebut;

Bahwa oleh karena itu Pemohon | dan Pemohon Il mengajukan Permohonan
Penetapan Asal-Usul Anak ini ke Pengadilan Agama Namlea dan mohon agar
dijatuhkan penetapan sebagai berikut;

Primer:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;

2. Menetapkan Anindita Aisyah Bidaula, Perempuan, tempat tanggal lahir
Waekasar 24 Juli 2022 umur 2 tahun adalah anak sah dari Pemohon | (Asrul
Tsani Bidaula bin Ali Fahmi) dengan Pemohon Il (Yuni Ratna Dewi binti Sucipto);

3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan hukum;

Subsider:

Atau mohon penetapan lain yang seadil adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Para
Pemohon datang menghadap di persidangan;

Bahwa selanjutnya Hakim Tunggal memeriksa identitas Para Pemohon,
ternyata telah sesuai dengan yang tertera pada Permohonan Para Pemohon,
kemudian dibacakan permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan
oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dali Permohonannya, Para Pemohon telah
mengajukan bukti-bukti antara lain:

A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 8104081072024005 tanggal 15 Juli 2024
yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Waeapo
Kabupaten Buru. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan
dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu
diberi tanda P.1;

2. Fotokopi Surat Keterangan Lahir nomor 104/BPM-HB/SKL/VII2022 yang
ditandatangi oleh Penolong persalinan BPM Harapan Bunda tangga 24 Juli
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2022. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen serta telah
dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanda P.2;
B. Saksi

Saksi 1, Agus Sudrajat A,Kp.P bin Slamet Efendi, Tempat tanggal lahir,

Waetele, 23 Agustus 1994, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan Diploma lI,

pekerjaan petani, bertempat tinggal di RT10/RW2, Desa Waekerta, Kecamatan

Waeapo, Kabupaten Buru, Provinsi Maluku, di bawah sumpah memberikan

keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon | dan Pemohon Il karena saksi adalah kakak
ipar Pemohon Il ;

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon | dan Pemohon Il adalah suami isteri;

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon | dan Pemohon Il menikah secara agama
pada tanggal 28 September 2021 di Desa Waekerta Kecamatan Waeapo;

- Bahwa saat itu yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon I
bernama Sucipto dihadapan saksi nikah bernama Sumijan dan Hasimi dengan
mas kawin dua ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah secara tunai;

- Bahwa Pemohon | dan Pemohon Il tidak ada hubungan darah atau semenda
serta tidak ada hubungan sesusuan yang menyebabkan keduanya tidak boleh
menikah;

- Bahwa perkawinan Pemohon | dan Pemohon Il tidak tercatat karena saat itu
Pemohon 1l masih belum cukup usia perkawinan yang ditetapkan oleh
undang-undang;

- Bahwa selama perkawinan tersebut telah lahir seorang anak bernama
Anindita Aisyah Bidaula, Perempuan, lahir di Waekasar tanggal 24 Juli 2022;

- Bahwa saksi Bersama keluarga juga ikut menjaga Pemohon Il melahirkan
anak tersebut, sehingga memang benar dan nyata anak tersbeut adalah anak
hasil perkawinan Pemohon | dan Pemohon Il;

- Bahwa saksi mengetahui pada 15 Juli 2024 Pemohon | dan Pemohon Il
mengulangi perkawinannya pada KUA kecamatan Waeapo sehingga saat ini
para Pemohon telah memiliki buku nikah;

- Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan perkara ini karena membutuhkan
penetapan dari Pengadilan Agama sebagai syarat pembuatan dokumen Akta
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kelahiran anak karena terjadi selisih waktu antara perkawinan Para Pemohon
dengan kelahiran anak;

- Bahwa, selama ini saksi tidak pemah melihat maupun mendengar adanya
pihak lain yang mengganggu gugat atau mengaku sebagai orangtua dari anak
tersebut;

Saksi 2, Irma Surani binti Sucipto, Tempat tanggal lahir, Kalisalam 15 April

1995, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani,

bertempat tinggal di RT02, RWO1l Desa Debowae, Kecamatan Waelata,

Kabupaten Buru, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada

pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon | dan Pemohon Il karena saksi adalah kakak
kandung Pemohon II;

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon | dan Pemohon Il adalah suami isteri;

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon | dan Pemohon Il telah menikah pada
tanggal 29 September 2021 di Desa Waekerta Kecamatan Waeapo namun
hanya secara agama dan tidak tercatat;

- Bahwa saat itu yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II
dihadapan saksi nikah dengan mas kawin dua ratus sembilan puluh sembilan
ribu rupiah secara tunai;

- Bahwa Pemohon | dan Pemohon Il tidak ada hubungan darah atau semenda
serta tidak ada hubungan sesusuan yang menyebabkan keduanya tidak boleh
menikah;

- Bahwa perkawinan para Pemohon tidak tercatat di KUA setempat karena
Pemohon Il belum mencukupi syarat usia perkawinan di Indonesia, sehingga
tidak mendapat kutipan akta nikah;

- Bahwa selama perkawinan tersebut telah lahir seorang anak bernama
Anindita Aisyah Bidaula, Laki-laki, tempat tanggal lahir waekasar 24 Juli 2022;

- Bahwa kelahiran anak para Pemohon tersebut tidak bisa dibuatkan akta
kelahiran anak, karena para pemohon tidak mempunyai kutipan akta

perkawinan;
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- Bahwa selanjutnya setahu saksi pada Juli 2024 Pemohon | dan Pemohon I
menikah ulang di KUA kecamatan Waeapo yang kemudian saat ini para
Pemohon telah memiliki buku nikah;

- Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan perkara ini karena membutuhkan
penetapan dari Pengadilan Agama sebagai syarat pembuatan dokumen Akta
kelahiran anak karena terjadi selisih waktu antara perkawinan Para Pemohon
dengan kelahiran anak;

- Bahwa, selama ini saksi tidak pernah melihat maupun mendengar adanya
pihak lain yang mengganggu gugat atau mengaku sebagai orangtua dari anak
tersebut;

Bahwa selanjutnya Para Pemohon membenarkan keterangan kedua orang
saksi tersebut dan Para Pemohon telah mencukupkan alat-alat bukti yang
diajukannya;

Bahwa Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan dengan menyatakan
tetap dengan permohonannya dan memohon kepada Pengadilan Agama untuk
menjatuhkan penetapannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala hal yang tercatat
sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu
kesatuan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah
sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon | dan Pemohon Il menikah menurut ketentuan
agama Islam pada 29 September 2021, di Desa Waekerta, Kecamatan Waeapo,
Kabupaten Buru namun tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat
(menikah sirri), lalu Para pemohon telah menikah ulang dihadapan Pegawai
Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Waeapo Kabupaten Buru pada
tanggal 15 Juli 2024, padahal dalam perkawinan Para Pemohon sebelumnya yang
tidak tercatat secara resmi tersebut telah dikaruniai seorang anak bernama Anindita
Aisyah Bidaula, Perempuan, tempat tanggal lahir Waekasar 24 Juli 2022, yang
dalam perkara a quo anak Para Pemohon tersebut dimohonkan sebagai anak sah

Hlm. 6 dari 14
Penetapan Nomor 75/Pdt.P/2024/PA.Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Para Pemohon, oleh karenanya berdasarkan pasal 55 ayat (1) dan (2) Undang-
Undang Nomor 1 tahun 1974, Pemohon | dan Pemohon Il adalah pihak-pihak yang
berkepentingan dalam perkara ini (persona standi in yudicio) sehingga Pemohon |
dan Pemohon Il mempunyai kapasitas (legal standing) untuk mengajukan
permohonan asal usul anak;

Menimbang, bahwa oleh karena pemanggilan Para Pemohon
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Perma 7 tahun 2022 dan Pasal 145 dan
146 RBg, maka Hakim Tunggal menyatakan pemanggilan tersebut resmi dan
patut;

Menimbang, bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan asal usul
anak terhadap anak Para Pemohon yang bernama Anindita Aisyah Bidaula
(Perempuan lahir di Waekasar tanggal 24 Juli 2022) untuk persyaratan pembuatan
data Kutipan akta kelahiran anak tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, para Pemohon
di persidangan telah mengajukan bukti surat bertanda P.1 dan P.2, serta 2 (dua)
orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti-bukti bukti surat bertanda P.1 dan P.2, tersebut
telah diberi meterai secukupnya, di-nazegelen dan telah dicocokkan sesuai dengan
aslinya, sehingga berdasarkan sebagaimana maksud dari Pasal 3 ayat (1) huruf (b)
dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, serta telah
dicocokkan sesuai dengan aslinya, sehingga berdasarkan Pasal 301 Ayat (1) dan (2)
R.Bg. jo. Pasal 1888 KUHPerdata, maka Hakim menilai alat bukti tersebut dapat
dinyatakan sah sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.1 (fotokopi Kutipan Akta Nikah)
adalah merupakan akta otentik karena dibuat oleh Pejabat yang berwenang dan
berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga mempunyai
kekuatan pembuktian sempurna (Pasal 285 R.Bg), selama tidak dibuktikan
kepalsuannya, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya
sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu
bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, maka telah

terbukti secara materiil bukti tersebut telah menjelaskan suatu peristiwa adanya akad
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pernikahan yang dilaksanakan oleh Para pemohon pada tanggal 15 Juli 2024 di

Kantor Urusan Agama Kecamatan Waeapo Kabupaten Buru;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi surat keterangan Kelahiran) yang
diagjukan Para Pemohon pada dasarnya bukan merupakan akta otentik yang
mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, namun bukti tersebut
sebagai bukti permulaan terhadap peristiwa kelahiran anak Para Pemohon bernama
Anindita Aisyah Bidaula yang lahir pada tanggal 24 Juli 2022, namun dalam hal
pencatatan kelahiran anak tersebut belum bisa dilakukan karena terjadi selisih dari
kelahiran anak para pemohon dengan pencatatan perkawinan para Pemohon karena
para Pemohon melakukan akad nikah baru dihadapan Pegawai Pencatat Nikah pada
Kantor Urusan Agama Kecamatan Waeapo pada tanggal 15 Juli 2024. Oleh
karenanya Hakim Tunggal menilai bahwa bukti tersebut hanya sebatas bukti
permulaan (begin bewijskracht) yang harus didukung dengan minimal satu alat bukti
lain;

Menimbang, bahwa para saksi yang diajukan oleh Para Pemohon, sudah
dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur
dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Para Pemohon telah memberikan keterangan
sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon | telah menikah secara agama (sirri) dengan Pemohon Il pada 29
September 2021, di Desa Waekerta, Kecamatan Waeapo, Kabupaten Buru;

- Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon | dan Pemohon Il telah dikaruniai
seorang anak yang bernama Anindita Aisyah Bidaula (Perempuan lahir di
Waekasar tanggal 24 Juli 2022);

- Bahwa, selama ini saksi tidak pernah melihat maupun mendengar adanya pihak
lain yang mengganggu gugat atau mengaku sebagai orangtua dari anak tersebut;

- Bahwa Pemohon | dan Pemohon Il telah menikah ulang secara resmi di Kantor
Urusan Agama Kecamatan Waeapo Kabupaten Buru pada tanggal 15 Juli 2024 dan
saksi ikut menyaksikan pernikahan tersebut;

- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan asal usul anak untuk mengurus
pembuatan data Kutipan akta kelahiran anak Para Pemohon yang bernama
Anindita Aisyah Bidaula tersebut;
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Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Para Pemohon mengenai pokok
perkara adalah keterangan yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan
relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon | dan Pemohon II, oleh
karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana
telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi-saksi tersebut
memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi yang diajukan Para Pemohon telah
bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan
dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P.2 sebagai bukti permulaan (begin
bewijskracht) yang harus didukung dengan minimal satu alat bukti lain sementara
telah ternyata bahwa bukti tersebut telah didukung oleh satu alat bukti lain yaitu
keterangan 2 (dua) orang saksi yang diajukan Para Pemohon, oleh karenanya bukti
tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sehingga
terbukti bahwa anak yang bernama Anindita Aisyah Bidaula(Perempuan lahir di
Waekasar tanggal 24 Juli 2022) adalah anak sah dari Pemohon | dan Pemohon I
dan belum mendapatkan kutipan akta kelahiran anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Para Pemohon yang
dihubungkan dengan bukti-bukti baik surat-surat maupun keterangaan saksi-saksi
dan pengakuan Para Pemohon yang kesemuanya telah dipertimbangkan dalam
hubungan antara yang satu dengan yang lainnya, maka Hakim Tunggal telah dapat
menemukan fakta-fakta hukum antara lain:

e Bahwa pada tahun 29 September 2021, di Desa Waekerta, Kecamatan Waeapo,
Kabupaten Buru Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut agama
Islam, namun tidak didaftar dan dicatatkan di Kantor Urusan Agama setempat
(menikah sirri);

e Bahwa dari perkawinan yang tidak tercatat di KUA tersebut, Para Pemohon telah
dikaruniai seorang anak yaitu Anindita Aisyah Bidaula (Perempuan lahir di
Waekasar tanggal 24 Juli 2022);

e Bahwa Pemohon | dengan Pemohon Il menikah ulang pada tanggal 15 Juli 2024

di Kantor Urusan Agama Kecamatan Waeapo, Kabupaten Buru;
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e Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan asal usul anak untuk anak Para
Pemohon yang bernama Anindita Aisyah Bidaula sebagai syarat untuk
diterbitkannya kutipan anak kelahiran atas nama Anindita Aisyah Bidaula
(Perempuan lahir di Waekasar tanggal 24 Juli 2022);

e Bahwa status dan kedudukan anak Para Pemohon yang bernama Anindita Aisyah
Bidaulatersebut tidak ada yang menyangkal serta tidak ada yang menggugat
sebagai anak kandung Para Pemohon;

Menimbang, bahwa pada petitum angka 2 Para Pemohon mohon agar anak
Para Pemohon yang bernama Anindita Aisyah Bidaula (Perempuan lahir di
Waekasar tanggal 24 Juli 2022), terhadap permohonan tersebut akan
dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 55 Ayat (2) Undang Undang Nomor 1
Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pengadilan dapat mengeluarkan penetapan tentang
asal usul seorang anak setelah diadakan pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti-
bukti yang memenuhi syarat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 42 Undang Undang Nomor 1 Tahun
1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 99 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam bahwa anak
yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa perkawinan yang sah berdasarkan Pasal 2 Undang
Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum
Islam adalah perkawinan yang dilakukan menurut hukum agama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas, dapat disimpulkan
bahwa untuk menetapkan seorang anak adalah anak sah atau bukan, adalah
dengan menilai terlebih dahulu keabsahan perkawinannya telah memenuhi
rukun dan syarat perkawinan;

Menimbang, bahwa selain itu patut pula diperhatikan hal-hal yang menjadi
sebab dilarangnya sebuah pernikahan sebagaimana ketentuan pasal 39 sampai
dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam antara lain karena adanya pertalian nasab,
pertalian kerabat semenda dan ternyata tidak terdapat dalam pernikahan Pemohon |

dan Pemohon II;
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Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut Hakim berpendapat bahwa
pernikahan Para Pemohon pada tahun 2017 telah memenuhi syarat dan rukun
perkawinan namun tidak didaftar dan dicatatkan di Kantor Urusan Agama setempat;

Menimbang, bahwa dengan status perkawinan sirri Para pemohon yang
menurut Hakim Tunggal adalah perkawinan yang telah memenuhi rukun dan syarat
perkawinan, maka untuk selanjutnya perlu dipertimbangkan apa akibat hukum
(rechtsgevolg) terhadap status nasab anak Para Pemohon yang bernama Anindita
Aisyah Bidaula sebagaimana permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam hukum Islam, nasab seorang anak terhadap
orangtuanya dapat terjadi salah satunya karena anak tersebut merupakan anak hasil
perkawinan yang sah yaitu perkawinan yang memenuhi rukun dan syarat perkawinan
serta tidak terhalang oleh larangan-larangan tertentu untuk melangsungkan
perkawinan sebagaimana pendapat dari pakar hukum Islam Wahbah Az-Zuhaili di
dalam kitab Al-Figh Al-Islami wa Adillatuhu, juz 7 halaman 690 yang diambil alih

menjadi pendapat Hakim, yang menyatakan bahwa:
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Artinya: Pernikahan, baik yang sah maupun yang fasid adalah merupakan sebab
untuk menetapkan nasab di dalam suatu kasus. Maka apabila telah nyata
terjadi suatu pernikahan, walaupun pernikahan itu fasid (rusak) atau
pernikahan yang dilakukan secara adat, yang terjadi dengan cara-cara akad
tertentu (tradisional) tanpa didaftarkan di dalam akta pernikahan secara
resmi, dapatlah ditetapkan bahwa nasab anak yang dilahirkan oleh
perempuan tersebut sebagai anak dari suami isteri (yang bersangkutan);

Menimbang, bahwa dalam rangka memeriksa dan memutus suatu perkara
asal usul anak Hakim akan mempertimbangkan, memelihara nilai-nilai dan budaya
yang hidup di masyarakat agar tercapai suatu keadilan dan kepastian hukum
terhadap status anak, hak anak adalah hak asasi manusia yang melekat sebagai
makhluk Tuhan Yang Maha Esa, maka untuk kepentingannya hak anak itu harus

Hlm. 11 dari 14
Penetapan Nomor 75/Pdt.P/2024/PA.Nla

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diakui dan dilindungi oleh hukum bahkan sejak dalam kandungan (vide Pasal 52
Ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999), disamping itu setiap anak sejak
kelahirannya juga berhak atas suatu nama dan status kewarganegaraannya (vide
Pasal 53 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999);

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari konsepsi perlindungan anak yang utuh,
menyeluruh serta komprehensif undang-undang memberi perlindungan terhadap hak
anak, setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran yang layak dalam
rangka pengembangan kepribadian serta kecerdasan intelektualnya sesuai dengan
minat dan bakat yang dimilki oleh anak tersebut (vide Pasal 7 Ayat (2) Undang-
Undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2002);

Menimbang, bahwa menetapkan nasab anak terhadap ayahnya dari akibat
perkawinan sah, selain merupakan tuntutan syari juga merupakan upaya untuk
melindungi, memelihara, dan menjaga kepentingan terbaik bagi si anak saat ini dan
pada masa yang akan datang sekaligus merupakan implementasi dari tujuan syari’at
yaitu memelihara diri (hifdz al nafs) dan memelihara keturunan (hifdz al nasl);

Menimbang, bahwa tujuan Para Pemohon dalam permohonan ini adalah
untuk mendapatkan kutipan akta kelahiran anak para Pemohon bernama Anindita
Aisyah Bidaula (perempuan lahir tanggal 24 Juli 2022), hal mana merupakan
kewajiban Para Pemohon sebagai orang tua untuk memenuhi hak anak berupa
identitas diri, oleh karena itu kepentingan Para Pemohon dalam permohonan ini telah
nyata dan konkrit;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 5, Pasal 7 dan Pasal 27 ayat (2)
Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang terakhir
diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, bahwa anak berhak atas
identitas diri dan berhak untuk mengetahui orang tuanya, serta identitas diri anak
tersebut dalam bentuk akta kelahiran;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas,
Pengadilan berpendapat telah terdapat cukup alasan untuk mengabulkan
permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa dengan telah ditetapkannya Sadam Husen Teapon,
sebagai anak sah dari Para Pemohon maka mendasarkan pada ketentuan Pasal 103
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Kompilasi Hukum Islam, penetapan ini dapat dijadikan sebagai acuan bagi Kantor
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan atau dinas terkait untuk menerbitkan
akta kelahiran ataupun memperbaiki data pada akta kelahiran untuk dan atas nama
Anindita Aisyah Bidaula (Perempuan lahir di Waekasar tanggal 24 Juli 2022);

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan tersebut, maka sesuai
ketentuan Pasal 55 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
juncto Pasal 103 Ayat (3) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, penetapan ini dapat
dijadikan dasar hukum bagi Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, untuk
menerbitkan akta kelahiran dari anak dimaksud;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo masih termasuk dalam bidang
perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun
1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006
dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 biaya perkara
ini patut dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang

berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:
Mengabulkan permohonan Pemohon | dan Pemohon II;

2. Menetapkan anak bernama Anindita Aisyah Bidaula (perempuan lahir tanggal 24
Juli 2022) adalah anak sah dari Pemohon | (Asrul Tsani Bidaula bin Ali Fahmi)
dan Pemohon Il (Yuni Ratna Dewi binti Sucipto);

3. Memerintahkan kepada Pemohon | dan Pemohon Il untuk mencatatkan kelahiran
anak bernama Anindita Aisyah Bidaula (perempuan lahir tanggal 24 Juli 2022)
pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buru;

4. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini
sejumlah Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah penetapan ini ditetapkan pada hari Jumat, tanggal 26 Juli 2024
Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Muharram 1446 Hijriyah, oleh Ahmad Fuad
Noor Ghufron, S.H.l, M.H. sebagai Hakim tunggal, berdasarkan Surat Penunjukan
kembali sebagai hakim Tunggal oleh Plh. Ketua Pengadilan Agama Namlea Nomor:
75/Pdt.P/2024/PA.Nla tanggal 25 Juli 2024 Masehi sebagai Hakim Tunggal, didasari
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adanya Surat Izin Persidangan Hakim Tunggal dari Ketua Mahkamah Agung Nomor
Nomor 176/KMA/HK.05/6/2019 tanggal 17 Juni 2019, penetapan tersebut diucapkan

dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu oleh Abd.

Halim Marasabessy, S.Ag., M.H. sebagai Panitera, dihadiri oleh Para Pemohon;

Perincian biaya :

1.
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Hakim Tunggal,

TTD

Ahmad Fuad Noor Ghufron, S.H.l.,, M.H.
Panitera,

TTD

Abd. Halim Marasabessy, S.Ag., M.H.

Pendaftaran Rp. 30.000,00
Proses Rp. 75.000,00
Panggilan Rp 0,00
PNBP Panggilan Rp 20.000,00
Redaksi Rp 10.000,00
Meterai Rp 10.000,00
Jumlah Rp 145.000,00

(seratus empat puluh lima ribu rupiah)
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